
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAヽVESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGlHE

NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN,PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,

PERTANCGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA PEMANTAUAN DAN

EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

KEPADA PEMERINTAH KAMPUNG

Menimbalrg

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

bahq,a untuk melal<sanakan ketentuan Bab ll huruf D angka 5

huruf ri angka 6 Lampiran Peraturan Menteri Dalarn Negeri

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Tata Cara Pengarggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,

Pertanggungiawaban dan Pelaporan serta Pemantaual dan

Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah

Karnpung;

Mengingat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembamn

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor

1422].;

Undang-Unda:rg Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Irmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Taiun 2022 terrtarrg
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Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturarl Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tarnbatran Lembaran Negar.a Republik

Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (L€mbajarl Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaima4a telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2O23 tentang Penetapan Per.aturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 terltar,g Cipta Kerja menjadi Undaag-Undang
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor

68s6);

Peraturan Pemerintal Nomor 59 Tahun 2O14 tentaag
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan

Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi

Sulawesi Utara (t embaran Negara Republik Indonesia

Tahun2014 Nomor 167, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5557);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaal Keuangan Daerai (I€mbaran Negara Republik

Indonesia Tehun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahrun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN   BUPATI   TENTANG   TATA   CARA

PENGANGGARAN,PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,

PERTANGGUNGJAヽ VABAN  DAN  PELAP10RAN   SERTA

PE!“:ANTAUAN  I)AN  EVALUASI  BELANJA  BANTUAN
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

2. Bupati adalair Bupati Kepulauan Sangihe.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urus.rn pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah-

4. Kanpung adalah kesatuan masyaral<at hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dar mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraaD urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dala,rn sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

6. Kapitalaung adalah pejabat pemerinta-h Kampung, yang

mempunyai wewenzrng, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan mmah tangga kampungnya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah

Dae.ah.

7- Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang

disebut Kapitalaung dibantu pera.gkat Kampung

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

8. Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adatah rencana keuangan

tahuran Daeral yang ditetapkan dengan peraturan

Oaeran. (40,
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9. Anggaran Pendapatan dan Beianja Kampung yang

selanjutn)a disebut APBKam adalah rencana keuangan

i.hr,nrn Ppmp; n1.h L amnri ".r

10. Satuarl Kerja Perangkat Daerah 1,ang selanjutn\a

disingkat SKPD adalah unsur-perangkat Ilaerah pada

Penerintah Daerah yang melaksanakan urusan

Pemerintahan I)aer_ah.

I l. Satuan Kerja Pengelola l(euaogar'r Daerah 1-ang

seladutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang

,,.,'.-- ----'i-r.ho- n..1. ppmp.rnr.h n.amh r.n.

melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.

l2.Tim Anggaran Pemedntah Daerah yang selanjutn! a

disingkat TAPD adaiah tim ,\ang bertugas men-viapkan

cian melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka

penyusunan APBD.

13.Rencana Keria dan Anggaran Satuan Keia Pelangkat
t_racmh , cn. .-1r-,,,rn, ? .tisinoL.r B(a qt{pn ,/t.l-h

dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja

SKPD atau dokumen ],ang memuat r-encana pendapatan,

beianja dan pembiayaan SKPD ],ang mel.rksanakan

fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai

dasar penyusunan rancangan APBD.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Flrarch ,.hd cDl.n,',rn'. ,1i."'-I,-r npA ql]DTl o.l,l.-

dokumeu \.ang memuat pendapatan dan belania SKPD

ataq dol{umen yang memuat pendapatan, belar]ja dan

pembiavaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara

umum Daerah yang digur-rakan sebagai dasar

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggalan.

15. Pejabat Pengelola Keirangan Daerah 1-ang selanjutnva
,li(inoL.r ppl.n ,d.t,h L/Fn.l. sLDLD

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak

seba.gai bendahara umum Daerah. 
W)
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16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat

BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas

sebagai BUD.

17. Rekening Kas Umum Daerah ya-ng selatjutnya disingkat

RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang

Daerai yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung

seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh
pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

18. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK

adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintal

Kampung ]'atg menernpung seluruh penerimaar

Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.

19.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya

disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai

dasar pencairan dana atas Beban APBD.

20. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung

bersilat Khusus Ates-Ba.rah adalah baltuan keuangan

yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah.

2 1. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung bersifat

Khusus Bawah-Atas adalah bantuan keuangan yang

diusulkan oleh Pemerintah Kampung.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam

penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,

pertanggungiawaban dan pelaporar serta pemantauan dan

evaluasi belanja bantua.n keuangan kepada Pemerintah

Kampung yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Peraturan Bupati bertujual mexujudkan pelaksanaan

pengelolaan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintal

l(ampung yang tertib dan akuntabel. qrb



BAB II

BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pasal 4

(1) Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Karnpung

diberikan dalam rangka pemerataan peningkatan

kemampual keuangal dan/atau tujua-n tertentu

lainnya.

(2) Belenja bantua:n keuangaa kepada Pemerintah Kampung

dalam ralgka tujuan tertentu lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) guna memberikan manfaat bagi

pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

(3) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung dapat

dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Daerah

setelah memprioritaskan pemenuhal belanja urusan

pemerintahan rvajib dan urusan pemerintahan pilihan

serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenis Bantuan Keuangan

Pasal 5

(1) Bantuan keuargan kepada Pemerintah Kampung terdiri

dari 2 (dua)jenis, yaitu:

a. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung

yang bersifat umum; daJr

b. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung

yang bersifat khusus- (3./\

-6-
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(2) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung yang

bercifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, peruntukan dar1 pengelolaannya diserahkan

kepada Pemerirtah Kainpung penerima bantuan,

(3) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah

Kampung yang bersifat umum sebagaimara dimaksud
pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut oleh SKPD

terkait sesuai kewenangarnya.

(4) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung yang

bersifat khusus sebagaimara dimaksud pada ayat (1)

huruf b, peruntukannya ditetapkan oleh Pemerint3i

Daerah dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya

kepada Pemerintah Kampung penerima bantuan.

{5) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung yang

bersifat khusus sebagaimana dimalsud pada ayat (1)

huruf b harya diperuntukan bagi aset yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kampung terkait.
lAl Rahlr:^h Larr6h.-n l,ah6.l- patra;hr.L' k.fr^rrn. .,6-a

bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari:

a. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung yang

Bersifat Khusus Atas-Bawah ; dan

b. Bantuar Keuarrgan kepada Pemerintah Kampung yang

Bersifat Khusus Bawah-Atas.

(7) Pedoman pemberian Bentuan Keuangan kepada

Peme.intah Kampung yang bersifat Khusus Atas-Bawah

sebagaimala dima-ksud pada ayat (6) huruf a diatur

lebih lanjut oleh SKPD terkait sesuai kewenargarnya.

(8) Dalam hal Pemerintah Kampung sebagai penerima

bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidat menggunakan sesuai

peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah,

maka Pemerintah Karnpung sebagai penerima bantuan

keuangan yalg bersifat khusus mengembalikan kepada

Pemerintah oaerah. 
Qr.1,1
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(9) Pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam
APBKam penerima bantuan.

Pasal 6

(1) Bantuan keuangan kepada Pemerinta_h Kampung yang

bersifat khusus sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 5

a-vat (4) dltujukan untuk menunjang pencapaial sasararr

program dan kegiatan prioritas lGmpung.

(2) Kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah

Kampung yang bersifat khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk:
a. sarana dan prasarana transportasi;

b. sarana dan prasarana air bersih;

c. sarana dan prasarana jalan/drainase/talud;

d. sarana dan prasarana iJigasil

e. sarana dan prasa.rana sanitasi dan mandi cuci

katus;
f. sa.rana dan prasarana embung Kampung;

g. sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan

Kampung;

h. sarana dan prasarana peribadatan;

i. sarana dal prasarana oiahraga;

j. sarana dan prasarana kesehatan;

k. sarara dajl prasarana pendidikan;

l. sarana dan prasarana penerangan;

m. sa.rana dan prasanana ekonomi;

n. sarana dan prasarana kesenial dan kebudayaan;

o. sarana dar prasarana komunikasi dan informasi;

p. sarana dan prasarana keamanan lingkungan;

q. sarana darl prasarana lingkungan hidup;

r. sarana dan prasarana penyelenggaraan

q-\
Pemerintahan I{ampung; dan

s. sarana dan prasarana Kampung lainnya.



BAB lll

PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung

dianggarkan pada SKPKD dalam kelompok belalja transfer

atau menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 8

i1) Perhitungan besarar anggaran untuk setiap kampung

dalam pemberian bantuan keuangan kepada

Pemerintah Kampung yang bersifat umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan oleh SKPD

terkait sesuai kewenzrngannya,

{2) Perhitungan besaral anggaran sebagaimana dimatsud
pada ayat (1) dilal<ukan sesuai ketentuan pcrundang-

undangan dan didasarkan pada kemampual keuangan

Daerah.

Pasal 9

(1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung yang

Bersifat Khusus Bawah-Atas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b, diajukan dengan surat
permohonan bantua-rl keuangan yang disertai proposal

yang diketalui camat ditujukan kepada Bupati dengan

tembusan kepada SKPD terkait sesuai kewenangannya.

(2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
melakukan verifikasi lapangan untuk memastikar:

bahwa proposal yang diajukan telah sesuai dengan

kebutuhal masyara}at Kampung.

(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan da-lam berita acara hasil verifikasi.

(4) Berita acara hasil verifikasi sebagaimala dimalsud
pada ayat (3) menjadi lampirar proposal yang diajukan
kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1). t1 a

/

-9-
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Proposal sebagaimana dimaksud pada aJat (1) minimal

memuatl

a. latar belakang;

b. maksud dan tujuanl

c. uraian kegiatan yang akan dilaksanalan; dan

d. kebutui-ran rencana anggaran belanja.

Surat Permohonan llantuan keuangan kepada

Pemerintah Kampung sebagaimana dlmaksud pada

alat {1) dilakukan pada saat proses penyusunan atau

perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Surat permohonan bantuan keuangan kepada

Pemerintah Kampung dimasukkan dalam aplikasi
perencanaan dan penganggaran yang digunakan oleh

Pemerintah Daerah

Surat permohonan bantuan keuangan kepada

Pemerintah Kampung yang dapat diproses untuk tahap

selaojutnya adalah surat permohonan bantuan

keuangan kepada Pemerintah Kampung yang telah

mendapat disposisi Bupati.

Disposisi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

kepada SKPD terkait sesuai kervenangannya sebelum

penetapan rencana kerja Pemerintah Daerah atall
perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Kepala SKPD terkait sesuai kewenangannva

sebagaimana dimaksud pada ayat {9) meiakukan

verifikasi administrasi atas usulan dari calon penerima

bantuan yang telah didisposisi oleh Bupati.

Hasil veritlkasi sebagaimana dimaksud pada avat []0)
dituangkan dalam beotuk berita acara hasil verifikasi.

Kepala SKPD terkait sesuai ke\,\,enangann]'a membuat

rekomendasi berdasarkan berita acara sebagaimana

dimaksud pada a]at {111 untuk kemudian disampaikan

kepada Bupati melalui TAPD. Ul4

(11)

(12)
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(13) SKPD terkait sesuai kewenangannya melalukan
verifikasi atas usulan dari calon penerima bantuan
pada aplikasi perencaraan dan penganggaran atas

surat permohoosn bantuan keuangan kepada

Pemerintah Kampung yang telah mendapat

rekomendasi sebagaimaua dimaksud pada avat (12).

TAPD memberikan pertimbalgan atas rekomendasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sesuai dengan

kemampual keualgal Daerah.

Hasil pertimbangan TAPD sebagaimala dimal<sud pada

ai,at (14) menjadi dasar verifikasi TAPD pada aplikasi
perencanaan dan penganggaran.

Pertimbangan TAPD sebagaimala dimaksud pada ayat

(14) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung yang

Bersifat Khusus Bawah-Atas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b dalam rencana kerja

Pemerintah Daerah atau perubahan rencana kerja

Pemerintah Daerah.

(14)

(1s)

{16)

Pasa1 10

(1) Prosedur permohonan untuk Bantuan Keuangan

kepada Pemerintah Kampung yang Bersifat Khusus

Atas-Bawai diatur lebih lanjut oleh SKPD terkait

sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (7).

(2) Pagu indikatif a[gga-ran Bantuan Keuangan kepada

Pemerintal Kampung yang Bersifat Khusus Atas-

Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasel 5 ayat {6)

huruf a berdasarkan usulal dar:i SKPD terkait sesuai

kewenangannya kepada Bupati dengan tembusan

kepada TAPD. t4r0l
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BAB IV

PELAKSANAAN IDAN PENATAUSAHAAN

Pasal 11

Pelaksanaan arggaran belanja bantuan keuangan kepada

Pemerintah Kampung didasarkan pada DPA-SKPD SKPKD,

perubahan DPA-SKPD SKPKD, atau meryesuaikan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pasal 12

Daftar penedma dan besaran bantllar keuangan kepada

Pemerintah Kampung diatur dalam Peraturan Bupati

tentang Penjabaran APBD dar/atau Peraturan Bupati

tentang Perubahan Penjabaran APBD.

Pasal 13

Penyaluran belartja bantuan keuangan kepada Pemerintah

Kampung dilakuka! melalui transfer dari RKUD ke RKK.

Pasal 14

{1) Prosedur pelaksanaan dan penatausahaalr untuk

bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung yang

bersifat umum diatur lebih lanjut oleh SKPD terkait

sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (3).

(2) Pemberian bantuan keuargan kepada Pemerintah

Kampung yang bersifat khusus berdasarkan pada

Keputusan Bupati tentang lokasi dan alokasi penedma

bantLran keua-ngan yang disusun oleh SKPD terkait.

(3) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Pemerintah Ka$pung mengajukan

permohonan pencairal dana kepada Bupati melalui

kepala SKPD terkait sesuai kewer.ar.ganr'ya. UL)v



(4) Lampiran permohonan pencairan dana sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) untuk Bantuan Keuangan

kepada Pemerintah Kampung yang Bersifat Khusus

Atas-Ba.xah terdiri atas:

a. surat usulan alokasi aaggaran dari SKPD terkait;

b, berita acara pertimbangan TAPD;

c. keputusan Bupati tentang lokasi dan alokasi

bantuan keuargan;

d. rencala penggunaan dana;

e. rencana anggaran biaya dan gambar teknis untuk
bantuan keuangan kepada Pemerintah K-ampung

vang bersifat fisik;

f. foto O7o (nol persen) ben^''arna paling rendah 3 (tiga)

titik lokasi untuk bantuan keuangan kepada

Pemedntah Kampung yang bersifat fisik;

g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak

Kapitalaung yang bermaterai;

h. pakia iiitegri'ras Kapi'ralaung bermaterai yang

menyatakan bahwa bantuan yang diterima

dipergunakan untuk keperluan sesuai dengan

rencana;

i. kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani

oleh Kapitalaung dan bendahara Kampung;

j. Peraturan Kampung tentarg APBKam untuk tahun
ha;.la-.

k. fotokopi buku RKK yarrg masih berlaku;

l. fotokopi surat keputusan penunjukan bendahara

Kampung; dan

m. nomor pokok wajib pajak bendahara Kampung.

(5) Lampimn pemohonan pencairar dana sebagaimana

dimal<sud pada ayat (4) dibuat rangkap 4 (empat),

untuk SKPD terkait sesuai keu,enangann;,a, SKPKD,

kuasa BUD dan arsip Kampung.

(6) Lampiral permohonar pencairan dala sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) untuk Bantuan Keuangan

tLtl'
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kepada Pemerintah Kampung yang Bersifat Khusus

Bawah-Atas terdiri atas:

a. keputusan Bupati tentang lokasi dan alokasi

bantuan keuangan;

b. rencana penggunaan dana;

c. proposal yang telah didisposi.si Bupatil

d. rekomendasi SKPD terkait;

e. berita acara pertimbangan TAPD;

f. rencana anggaran biaya dan gambar tekris untuk

bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung

yang bersifat fisik;

g. foto Oo/o (nol persen) berwarna paling rendah 3 (tiga)

titik lokasi untuk bantuan keuangan kepada

Pemerintal Kampung yang bersifat fisik;

h. surat pernyataan tanggung jawab mutlak

Kapitalaung;

i. pakta integritas Kapitalaung bermaterai yang

menyatalan bahwa bantuan yang diterima

dipergunakan untuk keperluan sesuai dengan

rencana;

j. kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani
oleh Kapitalaung dan bendahara Kampung;

k. Peraturan Kampung tentang APBKam untuk tahun
be{alan;

1. fotokopi buku RKK yang masih berlaku;

m. fotokopi surat keputusan penunjukan bendahara
Kampung; dan

n. nomor pokok wajib pajak bendahara Karnpung.

(7) Lampnan permohonan pencairan dana sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dibuat rangkap 4 (empat),

untuk SKPD terkait sesuai kewenangannya, SKPKD,
kuasa BUD dan arsip Kampung.

(8) Kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksucl pada
ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diverifikasi oleh kepata

SKPD terkait sesuai kewenangan"t". 
V)
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(9)

(10)

(11)

Hasil verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) yang telah dinyatakan benar dan lengkap

dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.

Berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (9), SKPD terkait sesuai

kewenangannya mengajukan permohonan pencairan

kepada kepala SKPKD.

Pencairan belanja bantuan keuangan kepada

Pemerintah Kampung dilakukan dengan mekanisme

pembayaran largsung.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

乾/t

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 15

Pemerintah Kampung bertanggung jawab secara formal dan

material atas penggunaan belanja bantuan keualgan yang

diterimalya.

Pasal i6

{1) Dokumen pertanggungjawaban Pemerintah Kampung

untuk bartuan keuangal yarlg bersifat umum diatur

lebih laljut oleh SKPD terkait sesuai kes,enangainya

sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 5 ayat (3).

(2) Dokumen pertanggungjawaban Pemerintah Kampung

untuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintah

Kampung yang Bersifat Khusus Bawah-Atas meliputi:

a. usulan dalam bentuk proposal dari calon penerima

bantuan keuangan kepada Bupati yang telah diketahui

carnat;

b. keputusan Bupati

bantuan keuangari;

tentang lokasi dan alokasi
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c. surat pemyataan tanggung jawab mutlak dari

Kapitalaung;

d. pakta integritas bermaterai dari Kapitalaung yang

menyarskan bahwa l-.antuan keuangan yalg
diterima akan digunakan sesuai dengan rencana;

e. laporan penggunaan bantuan keuangan;

f. foto keadaan 1O07o (seratus persen) untuk bantuan

yang bersifat fisik;

g. lembar konfirmasi penerimaan transfer bantuan

keuangan oleh Pemerintah Kampung; dart

h. bul.ti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan-

(3) Dokumen pertanggungjawaban Pemerintah Kampung

untuk bartuan keuangan kepada Pemerintah Kampung

yang Bersifat Khusus Atas-Bawah diatur lebih lanjut

oleh SKPD terkait sesuai kewenangannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7).

(4) Dokumen pertalggungjarvaban sebagajrnaea dirn-aksud

pada ayat (1), ayat (2) darr ayat (3) disimpar dan

dipergunakan oleh Pemerintah Kampung selaku objek

pemeriksaal.

Pasal 17

(1) Dokumen pertanggungiawaban Pemerintah Daerah atas

pemberian bantuan keuangan meliputi:

a. surat permohonan pencairan bantual keualgan;

b. SP2D pencairan bantuan keuangan; dan

c. bukti transfer dari RKUD ke RKK atas pemberian

bantuan keuangan.

(2) Dokumen pertanggungjawabart sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disimpan oleh SKPD terkait sesuai

kervenangannya dal\ SKPI<-D. e/4
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Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 18

(1) Pemerintah Kampung wajib menyampaikan laporan

penggunaar:r bantuan keuangan kepada Bupati melalui

SKPD terkait sesuai kewenangannya dengan tembusan

kepada kepala SKPKD.

(2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk bantuan keuangan

kepada Pemerintah Kampung yang bersifat umum

diatur lebih laniut oleh SKPD terkait sesuai

kewenangannya sebagaimana dimaksud da-1am Pasal 5

ayat (3).

(3) Laporar penggunaan bantuan keuangar sebagaimaua

dimaksud pada ayat (l) untuk bantuan keuangan

kepada Pemerintah Kampung yang bersifat khusus

disampaikal kepada Bupati melalui SKPD terkait

sesuai kewenangannya dengan tembusan kepada

kepala SXPKD dalam waktu 1 (satu) bulan setelah

selesainya pelaksarlaarI pekerjaan.

(4) Apabila pelaksanaan pekerjaan bantuan keuangan

selesai pada tanggal 31 Desember tahun anggaran

bersangkutan, laporan peftanggungiawaban

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) paiing lambat

tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya,

kecuali ditentukan lain sesuai peraturan pe.undang-
, r-r- 6n^-

(5) Penerima t artuan keuangan kepada Pemerintah

Kampung yang bersifat umum yang tidak

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dikenakan sanksi.

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat {5) meliputi:

a. teguran lisan;

b teguran ter:tlllis; q,,,4/
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c. penundaan/penghentian pencairar anggaran tahap

berikumya untuk pencairan angga-ran yang

dilakukan secara bertahap; dan/atau

d. sanksi lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

(7) Penerima bantuan keuangal kepada Pemerintah

Kampung yarlg bersifat khusus yang tidak

melaksalakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.

(a) Sanksi administratif sebagaimala dimaksud pada ayat

(7) meliputi:

a. teguran lisan diberikal apabila Pemerintah

Kampung menyampaikan laporal melebihi batas

waktu yang telah ditetapkan seauai ketentuan pada

ayat (3);

b. teguran tertulis diberikan apabila dalam jangka

waltu 7 (tujuh) hari setelah teguran lisan, penedma

bantuan keuangan tidak melaksanakan kewajiban

dalam trguran lisan; dan

c. sanksi lainnya yang diberikal oleh Bupati atas

rekomendasi SKPD terkait sesuai kewenangannya,

apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah

teguran tertulis, penerima bantuan keuangan tidak

melaksanakan kewajiban dalarn teguran tertulis.

Pasal 19

Realisasi belanja bantuan keuangal kepada Pemerintah

Kampung dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah

Daerah da.lam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 20

(1) Dalam hal terdapat sisa lebih penggunaan anggaran

atas Bantuajr keuangan kepada Pemerintah Kampung

yang bersifat umum diatur lebih lanjut oleh SKPD

terkait sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 5 ayat (3J. W,q
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(2) Dalam hal terdapat sisa lebih penggunaan anggarail

atas Bantuar keuangan kepada Pemerintah Kampung
yang bersifat khusus, diatur sebagai berikut:

a. da.lan hal prcstasi pekerjaan sudah mencapai looo.zo

(seratus persen) maka sisa lebih penggunaar

anggaran tersebut dapat digunakan Pemerintah

Kampung;

b. dalam ha1 prestasi pekedaan belum mencapai looyo
(seratus persen) maka sisa lebih penggunaan

anggaran tersebut harus digunatan pemerintal

Kanpung untuk menyelesaikan pekerjaan

sebagaimara dimaksud dalam rencana pengtEunaan

dana; dan

c. dala.m hal Pemerintah Kampung belum
melaksanakan pekerjaan yarg bersumber dari
bantuan keuangan pada tahun berjalan, maka sisa

lebih penggunaan anggaran tersebut harus

digunakan Pemednte-h Kampung untuk
menyelesaikan peke{aan sebagaimana dimaksud

dalam rencana penggunaal dana.

(3) Dalam hal bantuan keuargan tidak dapat

dilaksanakan, maka belanja bantuan keuangan kepada

Pemedntah Kampung disetorkan kembali ke RKUD.

BAB VI

PEヽ4ANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

(1) SKPD terkait sesuai kewenargannya melatukan

pemarltauan dan evaluasi atas pemberian bantuan

keuangan kepada Pemerintah Kampung.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan

tembusan kepada perangkat Daerah yang membidangi

urusan pemerintahan di bidang pengawasan. Q.)
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Pasal22

Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayar l2l terdapat penggunaan

bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan usulan yang

telah disetujui, maka Pemerintah Kampung dikenakan

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN― LAIN

Pasal 23

Surat permohonan pencairal Bantuan Keuangar kepada

Pemerintah Kampung yang Bersifat Khusus atas-Bawa.h,

Surat permohonan pencairai Bantuan Keuangan kepada

pemerintah Kampung yang Bersifat Khusus Bawah-atas,

format berita acara hasil verilikasi administrasi permohonan

belanja Bantuan Keuangan kepada Pernerintah Kampung

oleh SKPD terkait, format daftar nominatif calon penerima

darr calon lokasi Bantua! Keuangan kepada Pemerintah

Kampung lampiran berita acara hasil verifikasi SKPD terkait,

format surat rekomendasi SKPD terkait, format da-ftar

nominatif calon penerima dan calon lokasi bantuan

keuangan kepada Pemerintah Kampung, lampiran surat

rekomendasi SKPD terkait, fomat berita acara hasii

verifikasi laparlgan permohonan belanja Bantuan Keuangan

kepada Pemerintai Kampung oleh carnat, format lembar

verifikasi lapalgan permohonan belanja Bantuan Keuangan

kepada Pemerintah Kampung oleh camat, format berita

acara pertimbangan TAPD atas usulan bantuan keuangan

kepada Pemerintah Kampung, format pertimbangan TAPD

ar.gs usulan BaIltuen Keuangan kepada Pemerintah

Kampung, format pakta integritas belarrja bantuan

keuangan kepada Pemerintah Kampung dan format surat

a4
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pemyataan tanggungjawab mutlal< belanja bantuar
keualgan kepada Pemerintah Kampung, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturar Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan San*lhe. qrz\

Ditetapkal■ di Tahuna

pada tangga1 1l November 2024

P3.BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

HUPPYヽVOUNDE

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal 11 November 2024

SEKRETARIS I)AERAH:KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

N HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024 NOヽ 40R 42

ー
′

メLBERT
r



a.

LAl、【PIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 42  TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN,PELAKSANAAN DAN

PENATAUSAHAAN,PERTANGGUNGJAヽ VABAN:DAN

PELAPORAN SERTA PEivIANTAUAN:DAN EVALUASi

BELANJA  BANTUAN   KEUANGAN   KEPADA

PEMERINTAH KAMPUNG

Surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
Kampung yang Bersifat Khusus Atas-Bawah

20xx

Nonlor

Sifat

Lampiran

Pcnhal

Yth. Bupati Kepulauarl Sangihe

c.q Kepala SKPD terkait

di-

Tempat

Mendasari Peraturan Bupati Nomor... Ta}lun...- tentang

Penjabaran/Per-ubahan Penjabaran APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe TA

2O)o<, ma-ka Bersarna ini kami mengAiukan permohonan pencairan bantuan

keuangan (sebutkan jenis bantuan keuangan) dengal lampiran sebagai

berikut:

1. Surat usulan alokasi anggaran dad SKPD terkaiU

2. Berita Acara Pertimbangan TAPD;

3. Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan;

4. Rencana penggunaan dana;

5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis untuk barltuatl

keuargan kepada Pemerintah Kanpung yang bersifat fisik. k /,,

t _・」 KOP PEIⅥERINTAH KAlⅥIPUNG

Tahuna,

: Permohonan pencairan bantuan keuangan khusus



6. Foto O7o berwarna minimal 3 titik lokasi untuk bantuan keuangan

kepada Pemerintah Karnpung yang bersifat frsik;

7. Surat pemyataan tanggung jawab mutlak Kapitalaung yang

bermaterai;

8. Pakta integritas Kapitalaung bermaterai yang menyatakan bahwa

bantuan yang diterima dipergunakan untuk keperluar sesuai

dengan rencana;

9. Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kapitalaung

dan Bendahara Kampung;

10. Peraturan Kampung tentang APBKam untuk tahun berjalan;

I 1. Fotokopi Nomor Rekening Kas Kampung yang masih berlaku;

12. Fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Bendahara Kampungi dan

13. Nomor Pokok wajib Pajak Bendahara Kampung.

Demikian Surat Permohonan pencairan bantuan keuangan khusus ini

disampaikan, untuk dapat diproses lebih Ianjut. Atas bantuannya

disampaikan terima kasih. grl

NAMA KAPITALAUNG

Tembusan :

1. Kepala SKPD terkait Kabupaten Kepulauan Sargihe;

2. Kepala SKPKD Kabupaten Kepulauan Sargihe;

3. Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

4. Arsip.

-2-

Kapitalaung
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b. Surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
Kampung yang Bersifat Khusus Bawah-Atas

KOP PEIⅥ[ERINTAH KAMPUNG

20xx

Nomor

Sifat

Lampiran

Perihal Permohonan pencairan bantuan keuangan khusus

Yth. Bupati Kepulauan Sangihe

c.q Kepala SKPD terkait

di-

Tempat

Mendasari Peraturan Bupati Nomor... ., Tahun..-, tentang

Penjabaran/Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe TA.

2As:<, maka Bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan bantuan

keuangan {sebutkan jenis bantuan keuangan) dengan lampiran sebagai

berikut:

1. Keputusan Bupati tentang t kasi dan Alokasi Bantuan Keuangan;

2- Rencana penggunaan dana;

3. Proposal yang telah didisposisi Bupad;

4. Rekomendasi SKPD terkait;

5. Berita Acara Pertimbangan TAPD;

6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis untuk bantuan

keuangan kepada Pemerintah Kampung yang bersifat fisik;

7. Foto O7" berwarna minimal 3 titik lokasi untuk bantuan keuangan

kepada Pemerintah Kampung yalg bersifat fisik;

8. Surat pernyataan tanggung jawab muUak Kapitalaung;

9. Pakta integritas Kapitalaung bermaterai yang menyatakan bahwa

bantuan yang diterima dipergunakal untuk keperluan sesuai dengan

rencanai

10. Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kapitalaung daII

Bendahara Kampung;

11. Peraturan Kampung tentang APBKain untuk tahun beljalax,t rq/

´
´ _ヽ、

.             :,、

.    =.
 ヽ        |
ヽ _  .I
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12. Fotokopi Nomor Rekening Kas Kampung yang masih berlal<u;

13. Fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Bendahara Kampung;

14. Nomor Pokok Wajib Pajak Bendahara Kampung;

Demikiar Surat Permohonan pencairan bantuan keuangan khusus
ini disarnpaikan, untuk dapat diproses lebih lanjut. Atas bantuannya
disampaikal terima kasih. l4a

Kapitalaung

NAヽ4A KAPITALAUNCキ

Tembusan :

1. Kepala SKPD terkait Kabupaten Keputauan Sangihe;

2. Kepala SKPKD Kabupaten Kepulauan Sangihe;

3. Kuasa Benda-hara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

4. ksip.
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c. Format berita acara hasil verifikasi aministrasi permohonan belanja
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung-oleh SKPD terkait

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
BADAN PENGDLOLMN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAヨ 【

J in.Malahasa No 01 Kclurahan Soat′ ,Oara ll Kecall atan Tahuna

TelP/「ax(0432)23+40

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINSTRASI

PERM()HONAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

KEPADA PEMERINTAH KAMIPUNG

Nornor■……………………………

Pada hari ini.........tan9gal...... Bulan......Tahun kami Tim Veririkasi

Permohonan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung pada

(nama SKPD), telah melakukan verifikasi administrasi atas permohonan

belarja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung Tahun Anggaran

20:cx.

Berdasarkan hasil verifikasi dapat kami sampaikan, bahwa jumlah

usulan yang diterima adalah sebesar Rp.........(terbilang) dengan jumlah

usulan yang mendapat rekomendasi adalatr sebesar Rp..........{ terbilang).

Rincian hasil verifikasi disajikan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima

Bantuan Keuangan dan Calon Lokasi Bantuan Keuangar sebagaimara

terlainpir.

Denllkian iBerita Acara ini kaュni buat dengan pelluh tal■ ggung a、vab

dalttn 4(empao rangkap untuk dipergunakan scperlunya.(夕
し

TIヽi VERIFIKASI

Nama l,engkap/ NIP Tarda Tangan

2

3. I)st.… …
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d. Format daftar nominatif calon penerima dan calon lokasi Bantuar
Keuangan kepada Pemerintah Kampung-lampirar berita acara hasil
verifikasi SKPD terkait

DAFTAR CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI PENERIMA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KAMPUNG

SKPD
TAHUN ANGGARAN 20XX

No Nama
Calon

Penerima

Alarnat Rencana
Penggunaan

Besaran Belanja
Bantuall Keuargan

Usularr Rekomendasi

2

＾
、
）

TOTAL

に
TIM VERIFIIくASI

Nama Lengkap/NIP Talda Tangan

E)st

１

　

　

２

　

　

３

~T~~~~~■

l kteranga・
11

―

―

コ

ー

ー

ー

~¬

|

1

は市
~｀~十

卜__⊥______上 」
」

|

L

―
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e. Format surat rekomendasi SKPD terkait

PEMERINTAH」
`ABUPATEN KEPULAUAN SANGIHEBADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jln.N〔 alahasa N0 0 1 Kclttrahan sOata10ara II Kccal■ atan Tahuna

Telp/Fax(0432)23440

Tahurra, .. 20xκ

Nornor

Sifat

Lal■ piral■

Perihal : Rekomendasi atas Peimohonan Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintair KamPung

Yth. Bupati Kepulauan Sangihe

c.q Kepala SKPD terkait

di-

Tempat

Mendasari hasil Berita Aca.ra Hasil Verilikasi Administrasi Permohonan

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung Nomor... tanggal.

Bulan....tahun. .. , bersama ini kami sampaikan rekomendasi atas

permohonan belanja bantuan keuangan Tahun Anggaran 20xx seperti yang

tercantum dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Keuangal:r dan

Calon Lokasi Bantuan Keuangan sebagaimana terlampir.

Dernikian Surat Rekomendasi atas permohonan belanja bantuan

keuangal disampaikan, untuk dapat diproses lebih lanjut. Atas bantuannya

disampaikan terima kasih. q

Kepala SKPD,

Nama Jelas dan Gelar

NIP

Temhusan :

1.BupaI(Sebaga lapOran),

2 Kcpala SKPKD Kabupaten iKepulauan Sanglhe;

3.Al Ыp.

. 」
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f. Format daftar nominatif calon penerima dal1 calon lokasi Bantuan
Keuangan kepada Pemerintah Kampung-lampiran surat rekomendasi
SKPD terkait

DAF′「AR CALON PENERllИ A DAN CALON L10KASl PENERIIИ A BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KAMPUNG

SKPD
TAHUN 20XX

∽

Kepala SKPD

Nama jelas dan gelar

B

Besaran Belanja
mtuan Keuangan

No Nama
Calon

Penerima

Alamat Rencana
Penggunaan

Ust rlan Rekomendasi

Keterangar

2

3.

dst

TOTAL

‐‐
Ｉ
Ｆ

|

1
一一

‐１
■
１

|

―――― ―― 十一‐―

」_____

上

|

¬
|

―
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g. Format berita acara hasil verifikasi lapangan permohonan belalja
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung-oleh camat

KOP PEIMIERINTAH KAMPUNG

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASIしAPANGAN PERMOH()NAN BELANJA

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KAMPUNG
Nomor : ................

Pada hari ini tanggal......Bulan......Tahun...., kami Tim Verilikasi

Permohonal Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung pada

(nama SKPD), telah melakukan verilikasi lapangan atas permohonar beianja

bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung Tahun Anggaran 2O)a<.

Berdasarkal hasil verifikasi dapat kami sampaikan, baiwa permohonal

bantuan keuangan kepada pemerintah Kampung telah sesuai dengan

kebutuhan Kampung ya.ng bersangkutan dan lokasinya merupakan

kewenangan pemerintah Kampung, iembar Verifii<asi Lapangan sebagaimana

terlampir.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan penuh tanggungjawab

dalam 4 {empao rangkap untuk dipergunakan seperlunya. ('
L/-

TIM VERIFIKASI

Nama Lengkap/ NIP Tanda Tangan

3. dst

〔
Ｚ
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BANKEU

1.OKASI

10

KD′:ERANOAN
L_____

NO KECAMATAN

CATATAN・

dst

ん MヽP
UNG

NAMA
KECIATAN

RENCANA
AN(lARAN

Sヽ :ヽA∫DAYA
MASYARAKAT

JL/RT/
R'W/E)U
KUH

MENJADI
I、E■7EN′ Nヽ(lAN
NEG/PR(lV/KAB/
KAMPUNC・

VOLUME

Э

ADA/
TIDAK
KEMANFA
ATANNYA
BAGl
VヽARCA
KAMPUN
G

9874:32 6 11 12

20xx

Pihak l(ecamatan

^ _υし

１
・

つ
´

う
０

争́

Mengetahui,

Pihak Jiampung

_1



-11-

i. Format berita acara pertimbangan TAPD atas Usulan Bantuar
Keuangan kepada Pemerintah Kampung

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BERITA ACARA PERTIMBANGAN TAP:D ATAS PERヽ 4()HONAN BELANJA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 20XX

Nomor

Pada hari ini tanggal......Bulan......Tahun mendasari surat rekomendasi

(nama SKPD) atas Permohonan Belanja Bantuan Keuangan kepada

Pemerintah Kampung Nomor (tanggal) (bu1an) (tahun), kami TAPD

memberikan pertimbangan dengan rincian calon penerima sebagaimana

dafta,r terlampir.

Demikian Benta Acara ini kani buat 4 (empat)rfmgkap untuk

dlpergunakm SepenuWa・ Q

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Nama Lengkap/NIP Tanda Tarrgal

3.dst

2
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j. Format pertimbangan TAPD atas usulan Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Karnpung

PERTllЛBANGAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SttGIHE ATAS USULAN BANTUAN KEUANGAN

KEPADA PEMERINTAH KAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 20XX

No

TI,И ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Tanda Talgal

1

2

3.dst

Besaran Belanja Bantuan
Keuangarr

Nama
Calon

Penerima

Rencana
Penggunaan

Usulan
Kampung

Rckolnen
dasi

SKPD

Pertimban
gan TAPD

Keteran
gan

2

3

TOTAL

dst

Alamat
|

Nalna l,engkap/ NIP

― ― ― ― 」
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k. Format pakta integritas Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah
Kampung

KOP PEMERINTAH KAMPUNG

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama i

Nomor KTP :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa untuk memenuhi

tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja bantuan

kenargan kepada pemerintah Ka-mpung sebesar Rp......-.........(terbilang) dari

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe:

1. Akan mempergunakan beLanja bantuar keuangan kepada pemerintah

Kampung ini untuk kegiatan yang telah direncanakal sesuai dengan

rencala penggunaan dala belanja baletuan keuangan kepada pemerintah

Kampung;

2. Tidak akal melakukan pra}.:tik korupsi, kolusi, dan nepotisme {KKN);

3. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah pada KKN;

4. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaita,n yang dapat

dikategorikan sebagai suap dan / atau gratifikasi; UL_

■ヽ
７
，

●

‐

　

．

　

．

　

■

／
　
　
　
一一
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5. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui

terdapat indikasi Praktek KKN; dan

6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan datam Pakta Integritas ini'

saya bersedia menerima sanksi sesuai denga! ketentuan perundang-

undangan Yang berlaku'

Demikiarrpaktaintegritasinidibuatdenganpenuhkesadarandanrasa

tanggungia$'ab serta tidak ada unsur paksaan dari Pihak manaPun q-

(namatemPat),tanggal'bulan'tahun

Materai cukup

(Nama jelas/ ditandatangani/ dicap)
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l. Forrnat surat pern]-ataan tanggungja!!,ab mutlak belanja Bantuan

Keuangan kepada Pemerintah Kampung

KOP PEMIERINTAH KAMIPUNG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

BELArヽlJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEヽ /1ERINTAH lく Aヽ′IPUNG

Yang bertanda

Nama

iiolior KTF

Jabatan

Alamat

di ba、val■ lmtaュュgal■

Bertindak untuk dan atas nama

Dcngan ini mcn-,'atal<an dcrgan scbcna;nya, bah'na untuk mc6.iiuhi tulua..

transparansi dan akrintab"ilitas penggunaan dana belanja bantual keuangan

kepada pemerlntah Kampung sebesar Rp (terbilang) da Pemerintah

Iiabupaten Kepulauan Sangihe:

1. Bertanggungjarvab penuh baik secara for-mal maupun matedil atas

penggunaan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah Kampung.

2. Mempertanggungjarrabkan hasil pelaksanaan kegiatai secara tefiulis
ciaiarn bentuk Laporan Pengglrnaan Dala kepada Bupati.

3. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam

penggunaa.nJ a sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka saya

belsedia menerima sanksi sesuaj dengan l<etentuan perundang undangan

vang berlaku. (4\
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Demjkian surat pernyataan tanggung jawab mutlat ini dibuat dengan peruh

kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur patsaan dari pihak

manapun. A-

(nama tempat),tanggal,bulan,tahun

Materai cukup

(Nama jelas/ ditandatangari / dicap)

PJ. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

ERT HUPPY WOUNDE


